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Abstrak

Perusahaan asuransi kecelakaan berperan
penting dalam memberikan perlindungan
finansial terhadap risiko kecelakaan yang
dihadapi oleh tertanggung. Dalam hubungan
hukum antara perusahaan asuransi dan
tertanggung, terdapat perjanjian yang disebut
polis asuransi yang mengatur hak dan
kewajiban kedua belah pihak. Perspektif hukum
perdata memberikan kerangka hukum yang
mengatur tanggung jawab perusahaan asuransi
dalam memenuhi klaim yang diajukan oleh
tertanggung. Hukum perdata, khususnya dalam
konteks kontrak asuransi, mengatur bahwa
perusahaan  asuransi  wajib  memenuhi
kewajibannya berdasarkan ketentuan yang ada
dalam polis asuransi. Polis asuransi adalah
dokumen  hukum yang  mencerminkan
perjanjian antara perusahaan asuransi dan
tertanggung, di mana perusahaan asuransi
berjanji untuk membayar Kklaim asuransi
apabila terjadi risiko yang diasuransikan,
seperti kecelakaan.

Kata kunci : Hukum Perdata kecelakaan, Ganti
rugi kecelakaan lalu lintas, Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, risiko kecelakaan
dapat terjadi kapan saja, terutama dengan
meningkatnya jumlah alat transportasi yang
meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Kecelakaan bisa disebabkan oleh kesalahan
pribadi maupun kesalahan orang lain, seperti
pengemudi yang mabuk atau mengantuk.
Pemerintah berupaya melindungi korban
kecelakaan melalui asuransi sosial yang
memberikan jaminan dan meminimalisir risiko
yang dihadapi oleh korban kecelakaan
angkutan umum, termasuk kecelakaan yang
menyebabkan cacat tetap atau kematian.

Risiko dapat berdampak besar pada stabilitas
keuangan pribadi, terutama dalam hal biaya
perawatan jangka panjang yang sering Kali
menjadi beban keluarga korban kecelakaan.
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Asuransi  menjadi  solusi penting untuk
mengendalikan  risiko  keuangan  akibat
kecelakaan, di mana asuransi memberikan
perlindungan finansial saat menghadapi situasi
darurat.

Tanggung jawab hukum dalam kecelakaan lalu
lintas dapat dibedakan menjadi strict liability
(penyebab kecelakaan harus membayar ganti
rugi) dan negligence rule (penyebab harus
membayar jika ditemukan unsur kelalaian).
Asuransi  kecelakaan  angkutan ~ umum
memberikan jaminan kepada penumpang yang
menjadi korban kecelakaan selama perjalanan,
membantu meringankan beban para korban
atau ahli warisnya.

Asuransi pribadi, seperti asuransi kecelakaan
diri dan asuransi mobil, memberikan ganti rugi
terhadap risiko kerugian yang diakibatkan oleh
kecelakaan. Asuransi ini sesuai dengan prinsip
indemnity, yang mengatur pemberian ganti rugi
finansial sesuai dengan kerugian yang diderita
tanpa mencari keuntungan.

Dasar hukum asuransi di Indonesia diatur
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian, yang menggantikan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992,
Perubahan ini mencakup pengelolaan dana
pertanggungan  wajib  kecelakaan secara
kompetitif. BPJS Ketenagakerjaan, yang
sebelumnya  PT  Jamsostek  (Persero),
menyelenggarakan program jaminan
kecelakaan kerja sesuai dengan Undang-
Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN), yang bertujuan menjamin pelayanan
kesehatan dan santunan uang tunai bagi pekerja
yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit
akibat kerja.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Asuransi ganti
rugi dalam perspektif hukum perdata ?

2. Bagaimana tanggung jawab
Perusahaan asuransi terhadap klaim
ganti rugi nasabah yang mengalami
kecelakaan dalam berkendara ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum
terhadap asuransi ganti rugi dalam
perspektif hukum perdata.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab
perusahaan asuransi terhadap klaim
ganti rugi nasabah yang mengalami
kecelakaan dalam berkendara.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Asuransi Ganti Rugi
Dalam Perspektif Hukum Perdata
Asuransi Kecelakaan Diri adalah jenis

asuransi kerugian yang menjamin risiko cacat
tetap total atau meninggal dunia Kkarena
kecelakaan, serta biaya perawatan akibat
kecelakaan di tempat Kkerja atau saat
berkendara. Meskipun beberapa peraturan
kolonial Belanda sudah tidak berlaku, peraturan
lama masih digunakan jika belum diatur dalam
peraturan baru. Asuransi ini  memiliki
keuntungan seperti pertanggungan biaya
pengobatan, pengobatan akibat kecelakaan, dan
santunan bagi keluarga tertanggung.

Dasar hukum asuransi di Indonesia
diatur dalam Pasal 246 KUHD dan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian, menggantikan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1992. Undang-Undang ini
memberikan  kejelasan  tanggung jawab,
melindungi hak masyarakat, dan memberikan
kepastian serta batasan bagi perusahaan
asuransi. Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor
63 Tahun 1999 mengatur teknis usaha asuransi
di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
memuat Kketentuan umum, bidang usaha
perasuransian, jenis usaha perasuransian, ruang
lingkup usaha perusahaan perasuransian,
penutupan objek asuransi, bentuk hukum usaha
perasuransian, kepemilikan perusahaan
perasuransian, perizinan usaha, pembinaan dan
pengawasan, kepailitan dan likuidasi, ketentuan
pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan
penutup.

Peraturan ini diharapkan menciptakan
industri  perasuransian yang sehat, dapat
diandalkan, amanah, dan kompetitif, serta
melindungi pemegang polis, tertanggung, atau
peserta, dan mendukung pembangunan
nasional.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
menganut asas spesialisasi usaha karena usaha
perasuransian memerlukan keahlian khusus dan
menegaskan kebebasan tertanggung dalam
memilih asuransi. Asuransi adalah perjanjian
antara penanggung dan tertanggung di mana
penanggung memberikan ganti rugi atas
kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang
dialami tertanggung dengan menerima premi.
Objek asuransi mencakup benda, jasa, jiwa,
kesehatan, tanggung jawab hukum, dan
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kepentingan lainnya yang dapat hilang atau
rusak.

Seiring perkembangan industri
perasuransian dan ekonomi, peraturan terbaru
diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2014. Menurut UU ini, asuransi adalah
perjanjian antara perusahaan asuransi dan
pemegang polis, di mana perusahaan menerima
premi untuk memberikan penggantian kerugian
atau  pembayaran  atas  meninggalnya
tertanggung. UU ini mengatur asuransi umum
dan syariah, dengan tujuan mengakomodasi
kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko
dan investasi.

e Undang-Undang Nomor 34 Tahun
1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 1965:

Mengatur asuransi kecelakaan lalu
lintas jalan, termasuk santunan bagi korban
kecelakaan lalu lintas. Korban yang dijamin
adalah:

1. Orang di luar angkutan yang menjadi
korban kecelakaan.

2. Penumpang kendaraan yang tidak
menjadi penyebab kecelakaan.

3. Kecelakaan antara dua kendaraan yang
penyebabnya belum ditentukan.

4. Korban tabrak lari setelah verifikasi.

5. Korban kecelakaan lalu lintas kereta
api.

e Peraturan Menteri Keuangan Nomor
36/PMK.010/2008:

Mengatur besaran santunan bagi
korban kecelakaan lalu lintas:

1. Ahli waris korban meninggal: Rp
25.000.000,00.

2. Korban cacat tetap: berdasarkan
persentase dari santunan meninggal.

3. Penggantian biaya perawatan dan
pengobatan: maksimal Rp
10.000.000,00.

Dengan memahami peraturan ini,
masyarakat dan perusahaan asuransi dapat
menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak
mereka sesuai hukum.

Undang-Undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan mengatur tanggung jawab
hukum bagi penyebab kecelakaan lalu lintas
yang menyebabkan kematian, cedera, atau
kerugian ekonomi. Tanggung jawab ini berupa
pemberian  kompensasi  kepada  korban,
meskipun seringkali penyebab kecelakaan tidak
memiliki ~ kemampuan  finansial ~ untuk
membayar kompensasi tersebut.



Pasal 239 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009:

e Ayat (1): Pemerintah mengembangkan
program asuransi kecelakaan lalu lintas
dan angkutan jalan.

e Ayat (2): Pemerintah membentuk
perusahaan asuransi kecelakaan lalu
lintas dan angkutan jalan sesuai
peraturan.

Pasal 237 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009:

e Ayat (1): Perusahaan angkutan umum
wajib mengikuti program asuransi
kecelakaan sebagai tanggung jawab
atas jaminan asuransi bagi korban
kecelakaan.

e Ayat (2): Perusahaan angkutan umum
wajib mengasuransikan awak
kendaraan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 hanya mengatur asuransi untuk
penumpang angkutan umum, tidak mencakup
kecelakaan yang melibatkan kendaraan lain
atau pejalan kaki, sehingga pengaturannya
belum memadai.
Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan menganut prinsip tanggung jawab hukum
bagi pengguna kendaraan bermotor yang lalai
dan menyebabkan kecelakaan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, dan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964
memiliki perbedaan substansial dan tidak
memiliki hubungan hierarkis. Meski tidak bisa
dikontestasikan dalam kerangka lex specialis
derogat legi generalis, kemiripan dalam subyek
dan obyek pertanggungan bisa menimbulkan
konflik, terutama  terkait = pembayaran
sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan
dan premi asuransi wajib tanggung jawab
hukum kepada pihak ketiga.

B. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi
Terhadap Klaim Ganti Rugi Nasabah
yang Mengalami Kecelakaan Dalam
Berkendara

Perusahaan  asuransi  dibentuk  untuk

menyediakan produk asuransi yang mengambil

alih risiko nasabah. Perusahaan asuransi
bertindak  sebagai  penanggung  risiko,
sementara nasabah adalah pihak yang
ditanggung, dan mereka menyepakati polis

asuransi yang ditandatangani bersama. Di

Indonesia, perusahaan asuransi diatur oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014
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tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK). Perusahaan asuransi yang kredibel harus
terdaftar di  OJK. Dalam operasinya,
perusahaan asuransi menyediakan proteksi
kepada masyarakat, dengan nasabah membayar
premi sesuai kesepakatan dalam polis dan juga
menggunakan layanan yang diberikan oleh
perusahaan asuransi.

Dalam piramida keuangan, asuransi menempati
posisi dasar untuk melindungi kekayaan dan
menjaga kesejahteraan masa depan. Asuransi
menjadi prioritas utama karena manfaat yang
diperoleh pemegang polis. Tujuan utama
kepemilikan asuransi meliputi:

1. Mengalihkan Risiko:
Nasabah mengalihkan risiko kerugian finansial
kepada perusahaan asuransi. Pengalihan ini
dapat sepenuhnya menghapus risiko atau hanya
memperkecil kerugian, tergantung kesepakatan
dalam polis.

2. Pembayar Santunan:
Perusahaan asuransi wajib membayar santunan
kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian
polis  jika terjadi  kecelakaan  yang
mengakibatkan kematian atau cacat permanen.

3. Kesejahteraan Peserta:
Asuransi berfungsi seperti koperasi, membantu
kebutuhan finansial peserta. Perusahaan
asuransi memastikan Kkesejahteraan peserta
dengan membayar dana pertanggungan ketika
terjadi kerugian atau kematian, berdasarkan
premi yang dibayarkan.
Asuransi kecelakaan memiliki empat jenis yang
tersedia bagi orang dengan pekerjaan berisiko
tinggi dan sering bepergian.



JENIS ASURANSI

CARA KLAIM

1. Asuransi kecelakaan diri

Bertujuan untuk melindungi diri kamu dari
kerugian  finansial yang dibutuhkan untuk
pengobatan dan perawatan setelah kecelakaan juga
hal-hal yang bisa didapatkan saat mengalami
kecelakaan seperti:

a) a) Kematian

b) b) Luka berat

¢) c)Lukaringan

d) d) Cacat permanen

e) e) Cacat sementara

Asuransi kecelakaan diri juga banyak dimiliki
oleh para penyandang disabilitas.  Untuk
mendapatkan perlindungan komprehensif dari risiko
kecelakaan pada tempat kerja atau tempat umum.

Terdapat beberapa syarat yang harus
untuk penerimaan dana asuransi kecelat
Berikut syarat-syaratnya:

a) Sumber kecelakaan harus mendadak
tiba.

b) Sumber kecelakaan adalah dari

c) faktor luar dan bukan disengaja.

d) Sumber kecelakaan disertai dengan

) Sumber kecelakaan harus terlihat jel

f) Datangnya sumber kecelakaan tidak
dikehendaki

g) Akibat dari kecelakaan harus berupe
fisik.

h) Hubungan sebab dan akibat tidak bc

Berikutnya prosedur yang harus di l
untuk meng-klaim asuransi kecelakaan |
adalah:

1. Mengisi formulir klaim yang telah d

2. Surat asli keterangan dokter terkait t
medis yang dilakukan, termasuk visi
Dokter.

. Copy KTP.

. Copy Polis Asuransi.

. Bilamana terdapat dokumen lain yar
dianggap perlu , maka ACP akan me
segera.

oA w

2. Asuransi kecelakaan kerja
Jenis asuransi kecelakaan yang melindungi kamu
dari risiko kecelakaan saat bekerja. Baik itu di dalam
atau di luar kantor. Situasi apapun itu jika sedang
dalam penugasan (bekerja/jam kerja) dan mengalami
kecelakaan maka pihak asuransi wajib memberikan
santunan atau meng-cover biaya pertanggungan
pemilik asuransi. Sejumlah keuntungan akan didapat
peserta asuransi kecelakaan kerja, yaitu:
a)Pertanggungan biaya pengobatan atau perawatan
akibat kecelakaan kerja. Seperti luka ringan, berat,
cacar tidak tetap dan cacat permanen.

b) Pemberian uang santunan atau uang
pertanggungan bagi keluarga yang ditinggalkan
pekerja. Santunan nantinya akan diberikan
seluruhnya kepada keluarga jika anggota keluarga
meninggal dunia.

Seperti asuransi kecelakaan diri, asu
kecelakaan kerja juga memiliki beberap
kondisi pemberian santunan. Yaitu:

a) Cacat sebagian namun bersifat selan
permanen yang artinya kecelakaan t
telah mengakibatkan hilangnya salal
lebih anggota tubuh.

b) Cacat kekurangan fungsi merupakar
kecelakaan yang mengakibatkan hil:
beberapa fungsi anggota tubuh.

c) Cacat total merupakan kecelakaan y
menyebabkan seseorang tidak mamy
bekerja atau menggerakkan tubuhny
Proses pengajuan klaim asuransi ker
1. Mempersiapkan dan membawa

keterangan dokter untuk klaim |
alam bentuk form BPJS Ketena
3b atau 3c.

2. Fotokopi seluruh hasil pemeriks

penunjang (jika ada)

3. Membawa fotokopi Kartu peser

Ketenagakerjaan.

4. Membawa Kuitansi biaya peng

perawatan serta kwitansi pengal

5. Membawa Surat Keterangan Ke

jika Kecelakaan tersebut melibe
Kepolisian

Surat perjanjian ganti rugi kecelakaan
adalah dokumen yang menjadi tanggung jawab
bagi pelaku kecelakaan lalu lintas untuk
memberikan ganti rugi kepada korban yang
mengalami  kerugian materiil. Surat ini
memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan
korban, sesuai dengan Pasal 28D ayat 1
Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin
hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil.

Aturan Tanggung Jawab Hukum terhadap
Pihak Ketlga (PSAKBI Pasal 2):

Meliputi Kkerugian atau kerusakan

kendaraan akibat tabrakan, benturan,

terbalik, tergelincir, terperosok, atau
kebakaran yang disebabkan oleh
kendaraan lain.

- Pengecualian yang tidak ditanggung

oleh asuransi (PSAKBI Pasal 3):

1. Kendaraan  digunakan  untuk

menarik atau mendorong
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kendaraan lain, atau untuk latihan

mengemudi.
2. Kendaraan digunakan dalam adu
kecepatan, karnaval, kampanye,

atau unjuk rasa.

3. Kendaraan digunakan untuk tindak
kejahatan.

4. Kerugian akibat  kesengajaan
tertanggung atau orang terkait
dengan tertanggung.

5. Kendaraan dikemudikan oleh
seseorang tanpa SIM.

6. Kendaraan dikemudikan oleh
seseorang dalam pengaruh

minuman Keras.
7. Kerugian akibat bencana alam,

kerusuhan, atau reaksi nuklir.
Surat perjanjian ini wajib ditaati oleh kedua
belah pihak (pelaku dan korban) dan menjadi
undang-undang bagi mereka.
Ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas diatur
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Menurut  Prof. Andi Hamzah, pelaku
kecelakaan harus membayar ganti kerugian
yang ditimbulkan kepada korban sebagai
bentuk perlindungan hukum bagi korban
kecelakaan lalu lintas. Namun, pertanggungan
asuransi  tidak mencakup kerugian yang
disebabkan oleh tindakan sengaja dari
tertanggung atau pengemudi.
Pertanggungan Pihak Ketiga:

o Memiliki batas nominal penggantian
yang bervariasi antara Rp 10 juta
hingga Rp 100 juta, tergantung
kesepakatan nasabah dan perusahaan
asuransi.

e Jika kerusakan  melebihi  batas
pertanggungan, selisinnya dibebankan
kepada tertanggung atau berdasarkan
kesepakatan dengan pihak ketiga.

Proses Klaim Asuransi:

1. Tertanggung tidak boleh mengambil
alih tanggung jawab atas kecelakaan
tanpa izin dari perusahaan asuransi.

2. Surat tuntutan perbaikan dari pihak
ketiga harus dikirimkan ke perusahaan

asuransi  bersama dengan laporan
kepolisian.

3. Jika  klaim  memenuhi  syarat,
perusahaan asuransi akan
menginstruksikan  perbaikan  mobil
pihak ketiga.

4. Jika kecelakaan menimbulkan korban,
tertanggung  harus  menyerahkan

kwitansi asli biaya pengobatan korban.



PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Landasan hukum asuransi di Indonesia
diatur oleh Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor. 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian. Undang-Undang asuransi
yang berlaku saat ini merupakan peraturan
hukum terbaru yang menggantikan
peraturan yang lama, yakni Undang-
Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha
Perasuransian. Undang-Undang Asuransi
pada dasarnya memiliki tujuan dalam
memberikan kejelasan mengenai tanggung
jawab dan melindungi hak-hak masyarakat
(khususnya nasabah). Sedangkan bagi
perusahaan asuransi, adanya Undang-
Undang Asuransi akan memberikan
kepastian untuk menjalankan serta
memberikan batasan dalam berbisnis.

2. Surat perjanjian ganti rugi kecelakaan
adalah suatu bentuk tanggung jawab bagi
pelaku kecelakaan lalu lintas. Bagi pelaku
kecelakaan lalu lintas sendiri, surat
pernyataan ini menjadi kewajiban untuk
memberikan ganti kerugian kepada korban
yang mengalami kerugian secara materiil
merupakan bentuk kepastian hukum yang
diberikan kepada pelaku. Pada dasarnya
ganti rugi umumnya lebih banyak dikenal
dalam ranah Hukum Perdata, namun
dalam konteks kecelakaan lalu lintas ada
perkecualiannya, ganti rugi telah diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, dimana si pelaku dapat pula disertai
tuntutan perdata atas kerugian material
yang ditimbulkan. sekalipun kendaraan
sudah diperluas dengan Tanggung Jawab
Hukum terhadap pihak ketiga masih ada
beberapa hal tetap menjadi pengecualian.
Artinya, pihak asuransi tidak menanggung
kerugian apabila kendaraan bermotor yang
diasuransikan digunakan dalam beberapa
kondisi sebagaimana tertulis dalam pasal 3
Polis Standart Asuransi Kendaraan
bermotor Indonesia (PSAKBI)

B. Saran

1. Pentingnya untuk nasabah menge™ * ii
peraturan-peraturan  yang be U
mengenai asuransi kecelakaan maupun
peraturan yang ditetapkan oleh
perusahaan sebelum memulai
menggunakan asuransi.

2. Pentingnya untuk menjaga Surat
perjanjian ganti rugi kecelakaan karena
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surat tersebut merupakan suatu bentuk
tanggung  jawab  bagi  pelaku
kecelakaan lalu lintas, yang apabila
surat tersebut hilang maka tidak dapat
mengajukan klaim asuransi.
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